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  ABSTRAK 

Kejaksaan adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi terkait 

kekuasaan kehakiman serta menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

dan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang. Fungsi Kejaksaan dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 A. 

Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana kewenangan Kerjaksaan Nergerri 

Padang dalam pernyerlamatan asert nergara? 2) Apa saja kerndala-kerndala yang 

dihadapi Kerjaksaan Nergerri Padang dalam pernyerlamatan asert nergara? 

3)Bagaimana urpaya-upaya Kerjaksaan Nergerri Padang  dalam pernyerlamatan asert 

nergara?. Metode penelitian ini adalah Yuridis sosiologis adalah pendekatan 

dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian: 

1) Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset Negara 

dijalankan melalui 3 bidang utama, yaitu:a.Bidang Pidana Umum,b.Bidang Pidana 

Khusus,c.Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan. 2)Kendala-Kendala 

yang di hadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam Penyelamatan Aset Negara. a. 

Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih.b. Minimnya kerja sama 

Antara instansi yang berwenang.c. Keterbatasan anggaran dalam penyelamatan 

aset Negara. d. Prosedur dan Regulasi yang rumit dalam penyelamatan aset 

Negara. 3) Upaya-Upaya Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset 

Negara. a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). b. Koordinasi 

yang erat antara Kejaksaan dengan berbagai lembaga negara.c. Memprioritaskan 

pengelolaan aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi d. Penerapan prosedur yang 

efisien dan cepat dalam penyelamayatan aset Negara. 

Kata Kunci : Kejaksaan,Penyelamatan,Aset.Negara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 

ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara 

hukum mencakup jaminan kesejahteraan bagi setiap individu melalui hukum. 

Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip dasar yang harus dijunjung oleh setiap 

warga negara Indonesia, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan 

hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan tanpa melanggar hukum itu 

sendiri.      

Kerjaksaan Rerpurblik Indonersia merrurpakan lermbaga nergara yang 

mermiliki turgas dan furngsi terrkait derngan kerkurasaan kerhakiman serrta 

mernjalankan kerkurasaan nergara di bidang pernurnturtan dan kerwernangan lain 

sersurai derngan urndang-urndang. Salah satur furngsinya adalah dalam urpaya 

mermurlihkan dan mernyerlamatkan asert nergara Perngerrtian Kerjaksaan dijerlaskan 

pada Pasal 1 angka 1 Urndang-Urndang Nomor 11 Tahurn 2021 Terntang 

Perrurbahan Atas Urndang-Urndang Nomor 16 Tahurn 2004 Terntang Kerjaksaan 

Rerpurblik Indonersia yang berrburnyi “Kerjaksaan Rerpurblik Indonersia yang 

serlanjurtnya diserburt Kerjaksaan adalah lermbaga permerrintahan yang furngsinya 

berrkaitan derngan kerkurasaan kerhakiman yang merlaksanakan kerkurasaan 

nergara di bidang pernurnturtan serrta kerwernangan lain berrdasarkan urndang-

urndang”. 
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Kerjaksaan dalam mernjalankan turgasnya mermiliki perran Dominurs Litis 

yang berrarti serbagai perngerndali perrkara, dalam arti lain merrurpakan lermbaga 

pursat perngerndalian perrkara dalam pernergakan hurkurm pidana yang mermiliki 

werwernang dan tanggurngjawab dalam merngerndalikan dan merngkoordinasikan 

pernyidikan, merlakurkan pernurnturtan, dan merlaksanakan purtursan hakim yang 

terlah mermiliki kerkuratan hurkurm tertap, serrta berrtanggurng jawab atas sermura 

barang burkti yang disita dermi kerperntingan pernergakan hurkurm.
1
 Serbagai 

perngerndali prosers perrkara ataur Dominurs Litis, kerjaksaan mermiliki perran 

pernting dalam pernergakan hurkurm karerna hanya merrerka yang dapat 

mernernturkan apakah suratur kasurs dapat diajurkan ker perngadilan berrdasarkan 

burkti yang sah mernurrurt hurkurm acara pidana.
2
  

Salah satur turgas Kerjaksaan dalam sisterm hurkurm Indonersia adalah 

mernyerlamatkan asert nergara. Asert nergara merrurpakan sergala bernturk kerkayaan 

yang dimiliki olerh nergara, baik dalam bernturk urang, tanah, bangurnan, maurpurn 

surmberr daya alam, yang digurnakan urnturk kerperntingan nergara dan 

masyarakat. Mernyerlamatkan asert nergara berrarti mernjaga agar asert terrserburt 

tidak hilang, disalahgurnakan, ataur dirurgikan akibat tindak pidana ataur 

kerlalaian perngerlolaan. Kerwernangan Kerjaksaan R.I dalam permurlihan asert 

nergara terrserburt didasarkan pada Pasal 30 A Urndang-Urndang Nomor 11 

Tahurn 2021 Terntang Perrurbahan Atas Urndang-Urndang Nomor 16 Tahurn 2004 

Terntang Kerjaksaan Rerpurblik Indonersia yang berrburnyi “Dalam permurlihan 

asert, kerjaksaaan berrwernang merlakurkan kergiatan pernerlursurran, perrampasan, 

                                                           
1 Farida Patinggi, dkk, 2021, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem 

Ketata Negaraan, Litera, Yogyakarta, hlm.88 
2 Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 33 
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dan perngermbalian asert nergara lainya kerpada nergara,korban ataur yang 

berrhak”.  

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya.
3
 

PP Nomor 6 Tahun 2006, yang menggunakan istilah barang negara 

untuk aset negara mendefinisikan barang milik negara (BMN), yaitu semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Mendasarkan pada definisi tersebut, aset negara 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam PP 

Nomor 6 Tahun 2006, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai 

ekonomis, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah 

Kerjaksaan terlah mernjadi bagian pernting dari sisterm hurkurm dalam hal 

permurlihan asert. Karerna furngsi kerjaksaan serbagai Pursat Sisterm Keradilan 

Kriminal yang Terrintergrasi, praktik hurkurm ini sersurai derngan perran jaksa 

serbagai permimpin dalam permurlihan asert di Indonersia. Sercara urmurm, 

Kerjaksaan berrtanggurng jawab atas asert yang dirampas. Jaksa kermurdian 

                                                           
3 Standar Akuntansi Pemerintahan, Edisi Terbaru: Fokusmedia, Jakarta, 2011, hal. 169 
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berrtanggurng jawab urnturk mermperrtahankan nilai asert yang terlah dirampas. 

Karerna itur, kerjaksaan mermbernturk saturan kerrja yang berrtanggurng jawab urnturk 

mernangani permurlihan asert. Organisasi ini dikernal serbagai Pursat Permurlihan 

Asert (PPA).
4
 

Maka dari itur Kerjaksaan Nergerri Padang berrtanggurng jawab sercara 

kerperrdataan merlaluri Jaksa Perngacara Nergara (JPN) urnturk mernjaga, 

mermurlihkan, dan merlindurngi asert nergara di Kota Padang, serperrti yang diaturr 

dalam Pasal 30 A UrUr Kerjaksaan. 

Tabel 1 

Kasus Penyelamatan Aset Negara yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri 

Padang 

NO Kasus Korupsi Penyelamatan Aset Negara yang di tangani oleh Kejaksaan 

Negeri Padang 

  Tahun                    

1 Kasus korupsi Pembangunan Relokasi Puskesmas Ulak Karang di Kelurahan 

Lolong Belanti tahun anggaran 2021 

2021 

2. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS) BMT Pengambiran Ampalu Nan XX 

2021 

3. Kasus korupsi pengadaan alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) dr Rasyidin 

2021 

4. Kasus Korupsi terkait penggunaan dana hibah KONI Kota Padang tahun 

anggaran 2020 

2021 

5. Kasus korupsi pada proyek pekerjaan konstruksi penataan bangunan kawasan 

strategis Masjid Raya Sumatera Barat  

2022 

6.  Kasus Korupsi di UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan 

(SMKPP) Negeri Padang  

2023 

7. Kasus korupsi proyek pembangunan gedung kebudayaan Sumbar (lanjutan) di 

Taman Budaya Sumbar 

2023 

8. 1. Kasus korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan transaksi (VOID) 

pada mesin Electronic Data Capture (EDC) Merchant Jaya Wisata Tour 

2024 

9. 2. korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi 

distribusi semen oleh salah satu bank HIMBARA di Padang ke PT 

Benal Ichsan Persada. 

2024 

 Sumber :  Website Kejaksaan Negeri Padang,2025 

                                                           
4 Maggie Regina Imbar, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana 

Pencucian Uang”, dimuat dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No.1 
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Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari website Kejaksaan 

Negeri Padang pada tahun 2021-2024 dijelaskan ada beberapa kasus korupsi 

keuangan Negara yang diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu 

Pada Tahun 2021 Kasus korupsi Pembangunan Relokasi Puskesmas Ulak 

Karang di Kelurahan Lolong Belanti tahun anggaran, Kasus korupsi yang 

dilakukan oleh Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT 

Pengambiran Ampalu Nan XX, Kasus korupsi pengadaan alat Kesehatan 

(Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasyidin, Kasus Korupsi 

terkait penggunaan dana hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2020. 

Tahun 2022 Kasus korupsi pada proyek pekerjaan konstruksi penataan 

bangunan kawasan strategis Masjid Raya Sumatera Barat. 

Tahun 2023 Kasus Korupsi di UPTD Sekolah Menengah Kejuruan 

Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Padang, Kasus korupsi proyek 

pembangunan gedung kebudayaan Sumbar (lanjutan) di Taman Budaya 

Sumbar, Tahun 2024 Kasus korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan 

transaksi (VOID) pada mesin Electronic Data Capture (EDC) Merchant Jaya 

Wisata Tour, korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi 

distribusi semen oleh salah satu bank HIMBARA di Padang ke PT Benal 

Ichsan Persada.. 

Adapurn kasurs yang ditangani Kerjaksaan Nergerri Padang yaitur durgaan 

korurpsi dalam pernyimpangan dana Banturan Permerrintah Perngermbangan 

Serkolah Mernerngah Kerjurruran Pursat Kerurnggurlan di SMK Perrtanian 

Permbangurnan Nergerri Padang urnturk anggaran tahurn 2021 dan 2022 serbersar 

Rp 257.232.067,73,-( Dura Raturs lima purlurh turjurh jurta dura raturs tiga purlurh 
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dura ribur ernam purlurh tujuh turjurh purlurh tiga sern rurpiah). Prosers hurkurm urnturk 

kasurs ini terlah merningkat ker tahap pernurnturtan. Dalam termuran kasurs ini 

Kerjaksaan Nergerri Padang berrkomitmern urnturk terrurs merngursurt turntas kasurs-

kasurs korurpsi yang terrjadi di wilayahnya. Kerjaksaan berrurpaya mermastikan 

bahwa sertiap durgaan tindak pidana korurpsi yang merrurgikan kerurangan nergara 

ditangani derngan serriurs dan sersurai derngan proserdurr hurkurm yang berrlakur.
5
 

Berlrdasarkan latar berllakang yang terllah dilurrailkan di latas, maka perlnurlils 

telah melakukan penelitian untuk diturangkan dalam bernturk skripsi yang 

berrjurdurl: “KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM 

PENYELAMATAN ASET NEGARA”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berlrdasarkan daril latar berllakang masalah yang terllah dil paparkan 

serlberllurmnya, maka rurmursan masalah yang akan dilbahas dalam perlnerlliltilan ilnil 

adalah serlbagail berlrilkurt: 

1. Bagaimana kewenangan Kerjaksaan Nergerri Padang dalam pernyerlamatan 

asert nergara? 

2. Apa saja kerndala-kerndala yang dihadapi Kerjaksaan Nergerri Padang dalam 

pernyerlamatan asert nergara? 

3. Bagaimana urpaya-upaya Kerjaksaan Nergerri Padang  dalam pernyerlamatan 

asert nergara? 

 

 

                                                           
5https://sumbartime.com/kejari-padang-menangani-empat-kasus-korupsi-di-paruh-

pertama-2024/  21 oktober 2024 jam 19:00 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapurn turjuran pernerlitian dalam pernurlisan skripsi ini adalah serbagai berrikurt: 

1. Urnturk mernganalisa kewenangan Kerjaksaan Nergerri Padang dalam 

pernyerlamatan asert nergara. 

2. Urnturk mernganalisa kerndala-kerndala yang dihadapi Kerjaksaan Nergerri 

Padang dalam pernyerlamatan asert nergara. 

3. Urnturk mernganalisa urpaya-upaya Kerjaksaan Nergerri Padang dalam 

pernyerlamatan asert nergara 

D. METODE PENELITIAN 

Mertoder pernerlitian adalah komponern pernting karerna tanpa mertoder, 

tidak akan bisa urnturk mernilai, merngiderntifikasi, merrurmurskan, dan bahkan 

merngatasi masalah urnturk mernermurkan kerbernaran. Mertoder pernerlitian dapat 

dianggap serbagai serperrangkat perdoman dan prosers urnturk merngatasi masalah 

yang murncurl serlama merlakurkan pernerlitian urnturk terrcapainya turjuran dan 

manfaat pernurlisan serbagaimana yang terlah diterrapkan.
6
 

a) Jernis Pernerlitian 

Serlsurail derlngan jurdurl, merltoderl perlnerlliltilan yang perlnurlils gurnakan 

dalam perlnurlilsan skrilpsil ilnil adalah perlnerlliltilan yurridis sosilologils yailtur 

perlnerlliltilan yang dillakurkan langsurng kerl lapangan derlngan cara wawancara 

urnturk merlndapatkan data prilmerlr.
7
 

 

                                                           
6 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, 

Jakarta. hlm. 72-79 
7 J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

hlm.2 
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b) Surmberr Data 

Berlrdasarkan jerlnils perlnerlliltilan, data yang perlnurlils gurnakan berlrurpa 

data prilmerlr dan data serlkurnderlr. 

a) Data Primerr 

Data Prilmerlr yailtur data yang dilperlrolerlh langsurng daril surmberlr 

perlrtama. Data prilmerlr ilnil harurs dilcaril derlngan perlnerlliltilan kerl lapangan 

(filerlld rerlserlarch) yang dapat dilperlrolerlh derlngan merlngadakan perlnerlliltilan 

serlcara langsurng kerl lapangan merllaluril wawancara derlngan Liranda 

Mardhatillah S.H.,M.H. Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 

Negeri Padang.
8
 

b) Data Serkurnderr 

Data serkurnderr adalah data yang didapat merlaluri kerpurstakaan 

(lilbrary rerserarch). Data serkurnderr, antara lain  merncakurp dokurmern-

dokurmern rersmi, burkur-burkur, hasil pernerlitian yang berrwurjurd  laporan 

dan serbagainya.
9
 

1. Bahan Hurkurm primerr 

Bahan hurkurm yang merngikat terrdiri: 

a. Urndang-Urndang Nomor 17 Tahurn 2003 terntang Kerurangan 

Nergara 

b. Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 2004 terntang Perrberndaharaan 

Nergara 

                                                           
8 Ibid. hlm. 4 
9 Ibid. hlm. 5 
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c. Urndang-Urndang Nomor 11 Tahurn 2021 Terntang Perrurbahan Atas 

Urndang-Urndang Nomor 16 Tahurn 2004 Terntang Kerjaksaan 

Rerpurblik Indonersia 

d. perraturran Kerjaksaan Nomor 7 Tahurn 2020 Terntang Perrurbahan 

Atas Perraturran Jaksa Agurng Nomor PErR-027/A/JA/10/2014 

Terntang Permurlihan Asert. 

2. Bahan Hurkurm Serlkurnderlr 

Bahan hurkurm serlkurnderlr yang dilgurnakan adalah merlmillilkil 

kerlterlrkailtan derlngan perlrmasalahan hurkurm yang perlnurlils bahas, 

merllilpurtil burkur-burkur, lilterlraturrerl, artilkerll, jurrnal, makalah dan bahan-

bahan lailn daril ilnterlrnerlt. 

3. Terknik Perngurmpurlan Data 

Terlknilk perlngurmpurlan data dalam proserls perlnerlliltilan ilnil 

dillakurkan   derlngan 2 (dura) cara, yailtur: 

a. Sturdil dokurmerln 

Sturdil dokurmerlntasil ataur yang bilasa dilserlburt derlngan kajilan 

dokurmerln merlrurpakan terlknilk perlngurmpurlan data yang tildak 

langsurng dilturnjurk kerlpada surbjerlk perlnerlliltilan dalam rangka 

merlmperlrolerlh ilnformasil terlrkailt objerlk perlnerlliltilan 

b. Wawancara 

Sturdil wawancara adalah tanya jawab antara dura pilhak 

yailtur perlwawancara dan narasurmberlr urnturk merlmperlrolerlh data, 

kerlterlrangan ataur perlndapat terlntang suratur hal, terlknilk wawancara 
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dillakurkan derlngan Liranda Mardhatillah S.H.,M.H. Jaksa Bidang 

Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang. 

4. Analisis Data 

Data dan ilnformasil yang dilperlrolerlh dalam perlnerlliltilan ilnil akan 

dilanalilsils serlcara derlskrilptilf kuraliltatilf, yailtur data dilsajilkan derlngan 

merlnjerllaskan dan merlnggambarkan kerladaan yang serlsurnggurhnya 

terlrjadil dillokasil perlnerlliltilan. Dilmurlail daril perlngurmpurlan data yang 

rerllerlvan derlngan terlma perlnerlliltilan, serlterllah iltur dillakurkan perlmillahan dan 

perlnyerlderlrhanaan data urnturk merlmfokurskan pada masalah perlnerlliltilan, 

kerlmurdilan data terlrserlburt dilsajilkan dalam berlnturk terlks dan serllanjurtnya 

dillakurkan perlnarilkan kerlsilmpurlan. 


